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Abstract: Dalam proses perkawinan dalam Islam,
salah satu rukun perkawinan adalah wali. Wali
merupakan orang yang memiliki kewenangan penuh
terhadap perkawinan anak perempuannya. Oleh
karena itu, wali merupakan orang yang berhak
melangsungkan perkawinan atau memberikan izin
untuk melangsungkan perkawinan. Hal yang paling
asasi adalah izin atau restu dari seorang wali, baik
yang melangsungkan perkawinan itu sendiri maupun
yang mewakilinya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hukum yang diambil
oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam
menetapkan wali adhol dalam Perkara Nomor
145/Pdt.P/2014/PA.Pwr. Perkara ini berfokus pada
asas-asas hukum Islam yang diterapkan untuk
melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan
ketika wali menolak untuk memberikan izin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-
normatif untuk menganalisis pertimbangan hakim
berdasarkan hukum materiil dan prosedur yang
berlaku di Pengadilan Agama. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penetapan wali adhol dalam
perkara ini didasarkan pada pertimbangan syar’i
yang berorientasi pada kemaslahatan para pihak
yang bersangkutan.
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PENDAHULUAN
Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga,

termasuk perkara perwalian dalam pernikahan (Braun & Clarke, 2024; Wu, Mulkens, Atkinson,
& Alleva, 2024; Zhu & Fan, 2024). Salah satu bentuk perwalian yang sering menjadi subjek
perkara adalah wali adhol, yakni ketika wali nasab menolak untuk menikahkan seorang
perempuan tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam maupun hukum yang berlaku. Kasus
wali adhol menjadi isu yang krusial karena berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam
pernikahan serta prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Putusan Pengadilan Agama
Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menjadi salah satu contoh konkret dari
implementasi hukum dalam kasus wali adhol. Perkara ini diajukan oleh seorang perempuan
bernama Eva Kurniasari binti Suraji yang menghadapi hambatan pernikahan akibat penolakan
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ayah kandungnya untuk bertindak sebagai wali nikah (Do, 2024; Garg, 2024; Leijon, 2024).
Meskipun telah memenuhi seluruh syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-
undangan yang berlaku, pernikahan tersebut tertunda karena penolakan wali nasab.

Fenomena wali adhol dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai
dari budaya, adat istiadat, hingga alasan pribadi wali nasab yang tidak memiliki dasar hukum
(Cheng & Jiang, 2024; Mazurkiewicz, 2024; Mollaeefar, Marchesini, Carbone, & Ranise, 2024).
Dalam perkara ini, wali nasab menolak menikahkan pemohon dengan alasan masih berstatus
duda dan berkeinginan menikahkan anaknya hanya setelah dirinya menikah kembali. Alasan
tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menghambat hak pemohon untuk
melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan perkara wali adhol berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (Affrita & Yudianto, 2024; Chmielewski, 2024;
Helmi, Pujiono, Zada, & Encep, 2024). Hakim memiliki kewajiban untuk menilai apakah
penolakan wali nasab dapat dikategorikan sebagai adhol dan apabila terbukti, maka hakim dapat
menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan yang terhambat pernikahannya. Dalam
perkara ini, hakim memutuskan bahwa penolakan wali nasab tidak memiliki dasar hukum dan
menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiri sebagai wali hakim.

Kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam perkara ini
menjadi penting untuk memahami bagaimana asas keadilan diterapkan dalam perkara wali adhol.
Keputusan ini juga memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang dan
menunjukkan bagaimana sistem peradilan agama berfungsi dalam menjamin hak-hak perempuan
untuk menikah sesuai dengan prinsip syariat dan hukum negara. Pembahasan dalam penelitian ini
akan mengulas lebih dalam pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol Nomor
145/Pdt.P/2024/PA.Pwr, serta implikasi hukum dari putusan tersebut. Analisis ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasi penyelesaian sengketa perwalian
dalam pernikahan.

Keputusan pengadilan dalam perkara wali adhol memiliki dampak luas terhadap hak-hak
perempuan dalam pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Meskipun
ketentuan mengenai wali adhol telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan
Menteri Agama, implementasi di tingkat pengadilan masih menunjukkan variasi dalam
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim (Basysta, Blahuta, Drozdov, Drozdova, &
Khytra, 2024; Dhara, Shrivastav, Bhaumik, & Sadhu, 2024; Mulyati, 2024). Perbedaan dalam
interpretasi hukum dapat mempengaruhi putusan pengadilan yang pada akhirnya berdampak pada
hak individu yang mencari keadilan.

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol masih terbatas, khususnya
dalam kaitannya dengan penolakan wali nasab yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Tidak semua putusan pengadilan memberikan penjelasan rinci mengenai alasan seorang wali
dianggap adhol serta bagaimana hakim menafsirkan prinsip keadilan dalam konteks tersebut.
Ketiadaan kajian yang mendalam mengenai aspek ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum
bagi individu yang menghadapi situasi serupa. Perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr yang
diputus oleh Pengadilan Agama Purworejo menjadi contoh penting yang perlu dikaji lebih lanjut.
Keputusan hakim dalam perkara ini menetapkan wali hakim setelah menilai bahwa wali nasab
bertindak adhol (Asmuni & Adikara, 2024; Dabove, 2024; Huchhanavar & Acharya, 2024).
Namun, pertimbangan yang digunakan dalam penetapan ini belum banyak dikaji dari perspektif
akademik dan hukum, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip
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keadilan dan perlindungan hukum diterapkan dalam kasus ini.
Keterbatasan literatur yang membahas secara spesifik mengenai pertimbangan hakim dalam

menetapkan wali adhol menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai standar yang digunakan
oleh pengadilan dalam perkara serupa. Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi putusan hakim dapat membantu memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat,
khususnya bagi perempuan yang hak perwaliannya terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengisi kesenjangan dalam kajian hukum mengenai wali adhol dengan menganalisis
pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr (Hidayah, Wicaksono,
Aditya, & Munarko, 2024; Peebles & Snyder, 2024; Vraciu, 2024). Melalui kajian ini,
diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum, keadilan,
dan perlindungan hak individu dalam perkara wali adhol di Indonesia. Analisis terhadap
pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol menjadi penting untuk memastikan bahwa
keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan serta melindungi hak-hak individu yang
mencari perlindungan hukum. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama tidak hanya
mempengaruhi individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga menjadi preseden bagi kasus-
kasus serupa di masa mendatang. Kajian yang lebih dalam mengenai alasan hukum yang
digunakan oleh hakim dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai standar yang
digunakan dalam menetapkan wali adhol.

Ketiadaan kajian yang cukup mengenai perkara wali adhol dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi individu yang menghadapi situasi serupa (Lescarret dkk., 2024;
Silalahi, Mustansyir, Tjahyadi, & Maharani, 2024; Wang, Zhou, Li, Zhang, & Han, 2024). Hakim
memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan prinsip
keadilan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik mengenai pertimbangan hukum
yang digunakan dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr dapat membantu memperjelas
bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus perwalian yang
dipersengketakan. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman mengenai
pertimbangan hakim dalam perkara wali adhol. Melalui analisis putusan pengadilan, penelitian
ini akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta
bagaimana aspek hukum dan keadilan diterapkan dalam menetapkan wali hakim (Giontella,
Silvestrelli, Cocciolone, Pieramati, & Sarti, 2024; Hanapi, Aini, & Sari, 2024; Zelechoski,
Bohner, & Perry, 2024). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

LANDASAN TEORI
Wali adhol dalam konteks hukum Islam merujuk pada pihak yang dihadapkan pada situasi

di mana hak perwalian atau kuasa orang tua tidak lagi berlaku, baik karena ketidakhadiran atau
ketidakmampuan orang tua untuk menjalankan tugasnya. Istilah "wali adhol" sendiri berasal dari
kata "wali" yang berarti pengganti atau perantara, dan "adhol" yang mengacu pada
ketidakmampuan atau ketidakhadiran (Fajri K., 2021)). Dalam hal ini, wali adhol dapat merujuk
pada individu atau lembaga yang mendapatkan wewenang untuk bertindak atas nama pihak yang
tidak mampu atau tidak ada, seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau dalam kasus
orang tua yang terhalang secara fisik atau mental untuk menjalankan hak dan kewajibannya
terhadap anak.

Dalam perspektif fiqh, wali adhol memiliki kedudukan yang penting, khususnya dalam
kasus pernikahan, pewarisan, dan hak-hak lainnya yang memerlukan otoritas hukum. Wali yang
adhol akan menggantikan posisi wali yang tidak ada atau tidak mampu, namun tetap harus
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memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Menurut pendapat mayoritas
ulama, wali adhol hanya dapat diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu secara hukum
untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seperti kerabat terdekat yang memenuhi syarat moral
dan sosial untuk menjadi pengganti orang tua dalam peran ini (Pattiasina, N. M., 2024).

Di Indonesia, wali adhol menjadi isu penting dalam konteks pernikahan bagi perempuan
yang orang tuanya tidak ada atau tidak bisa memberikan izin. Hal ini tercantum dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pengertian tentang siapa saja
yang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan, serta dalam aturan lainnya yang berkaitan
dengan status sosial dan hukum seseorang sebagai wali pengganti. Keberadaan wali adhol di
Indonesia juga diatur lebih lanjut oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga
keagamaan lainnya untuk menjaga kesesuaian antara nilai hukum dan praktik sosial (Batubara, A.
F. A. (2019).

Penerapan wali adhol dalam praktik pernikahan di Indonesia juga menunjukkan adanya
adaptasi antara hukum Islam dan hukum negara. Ada ketentuan yang mengatur siapa yang dapat
menjadi wali adhol dalam keadaan tertentu, seperti ketika calon pengantin perempuan tidak
memiliki wali nasab (kerabat langsung) yang sah. Dalam beberapa kasus, wali adhol ini dapat
berasal dari tokoh agama atau pihak berwenang lainnya yang secara sah dan adil diakui oleh
masyarakat setempat. Oleh karena itu, sistem perwalian ini, meskipun secara prinsip bersifat
sementara, memiliki pengaruh besar dalam memastikan hak-hak individu terlindungi dan sistem
pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan agama.

METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain penelitian yuridis

normatif. Analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim
dalam memutus perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr tentang penetapan wali adhol di
Pengadilan Agama Purworejo. Kajian ini mengacu pada sumber hukum primer berupa putusan
pengadilan serta sumber hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur
hukum Islam, dan doktrin hukum yang relevan (da Cruz Martinho, Lopes, Dornelas, &
Constantini, 2024; Han, 2024; Vitalii, Volodymyr, Denys, Oleksandra, & Sergii, 2024).
Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami dan mengeksplorasi pertimbangan
hukum yang melatarbelakangi putusan hakim. Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam
perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr menjadi populasi utama dalam penelitian ini. Sampel
dipilih secara purposive, yakni dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum dalam
putusan tersebut (Capp, 2024; Gershgoren, Edri-Peer, & Cohen, 2024; Michalski & Taylor Poppe,
2024). Kajian terhadap kasus ini dianggap relevan karena memberikan gambaran konkret
mengenai bagaimana hakim memutus perkara wali adhol berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia. Instrumen penelitian berupa studi dokumen yang dilakukan terhadap
putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Teknik analisis isi digunakan untuk mengkaji
secara sistematis berbagai aspek pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan. Data
sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan referensi akademik lainnya juga
digunakan untuk mendukung analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim
dalam perkara ini. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari
pengumpulan putusan pengadilan sebagai data utama, dilanjutkan dengan analisis dokumen
menggunakan metode content analysis. Kajian terhadap dasar hukum yang digunakan dalam
putusan dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-
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Undang Perkawinan, serta berbagai regulasi terkait wali adhol (Estiningtyas, Hasanah, & Windari,
2024; Martínez Rubio, 2024; Oxford, Gu, Gunning, & Hernández-González, 2024). Interpretasi
terhadap hasil analisis dituangkan dalam bentuk pembahasan untuk memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan keadilan dalam perkara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr

tentang penetapan wali adhol mencakup berbagai aspek hukum dan fakta kasus yang relevan.
Data utama yang terkandung dalam putusan ini meliputi identitas pemohon, alasan pengajuan
permohonan, pertimbangan hukum hakim, serta hasil akhir putusan. Putusan ini dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 23 Oktober 2024 setelah melalui serangkaian proses
persidangan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan sejumlah bukti dan keterangan saksi
sebelum akhirnya menetapkan bahwa wali nasab, yaitu ayah pemohon, dikategorikan sebagai
wali adhol. Pemohon, Eva Kurniasari binti Suraji, mengajukan permohonan karena ayahnya
menolak menikahkannya dengan alasan yang tidak didasarkan pada ketentuan syariat maupun
hukum positif. Akibat dari keengganan wali tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama agar ditetapkan wali hakim sebagai pengganti.

Tabel berikut menyajikan data utama dari putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam
perkara ini:

Aspek Informasi
Nomor Perkara 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr
Nama Pemohon Eva Kurniasari binti Suraji
Tanggal Permohonan 23 September 2024
Nama Wali Adhol Suraji bin Karto Pawiro
Nama Calon Suami Tabah Lutfi Bachtiar
Putusan Hakim Menetapkan Wali Hakim
Biaya Perkara Rp276.000,00

Perkara wali adhol sering kali muncul dalam masyarakat ketika seorang wali nasab
menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dapat diterima
menurut hukum Islam maupun hukum negara. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa alasan
yang diajukan oleh wali nasab tidak memenuhi syarat yang sah sehingga pengadilan memiliki
wewenang untuk menetapkan wali hakim. Hakim mendasarkan putusan pada berbagai regulasi,
termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
tentang Wali Hakim. Dalam hukum Islam, seorang wali nikah memiliki kewajiban untuk
menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya selama tidak ada halangan syar’i.
Jika wali menolak dengan alasan yang tidak sah, maka ia dikategorikan sebagai wali adhol.

Dalam kasus ini, hakim menimbang fakta bahwa pemohon telah menjalin hubungan dengan
calon suaminya dalam waktu yang cukup lama dan telah memenuhi semua persyaratan untuk
menikah. Tidak adanya alasan syar’i yang melarang pernikahan ini menjadi dasar bagi hakim
untuk menetapkan wali hakim sebagai solusi hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dokumen putusan menyebutkan bahwa pemohon adalah seorang perempuan berusia 23
tahun yang hendak menikah dengan calon suaminya, Tabah Lutfi Bachtiar. Kedua belah pihak
telah melaksanakan proses lamaran dan berencana menikah pada tanggal 27 Oktober 2024.
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Namun, wali nasab pemohon, yaitu ayah kandungnya, menolak menikahkannya dengan alasan
bahwa ia masih berstatus duda dan hanya akan menikahkan anaknya jika ia sendiri telah menikah
kembali.

Pengadilan mencatat bahwa pemohon telah berusaha membujuk ayahnya untuk bersedia
menjadi wali nikah, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. KUA Kecamatan Kemiri juga
menolak pencatatan pernikahan pemohon karena wali nasab tidak bersedia bertindak sebagai wali
nikah. Hal ini memicu pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar wali
hakim ditunjuk sebagai pengganti. Proses persidangan dihadiri oleh pemohon beserta kuasa
hukumnya, sementara wali nasab tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hakim mendengar
keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dan memeriksa alat bukti tertulis yang mendukung
klaim pemohon bahwa wali nasab bersikap adhol. Setelah menelaah semua fakta yang disajikan,
hakim memutuskan bahwa pemohon berhak menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim
sebagai pengganti.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial sebelum
membuat keputusan. Salah satu pertimbangan utama adalah hak pemohon untuk menikah dan
membangun keluarga sesuai dengan ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Menolak hak tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk
ketidakadilan yang merugikan pemohon. Hakim juga mengacu pada konsep kafa’ah
(kesepadanan) dalam Islam, yang menekankan bahwa pasangan yang hendak menikah harus
memiliki kesetaraan dalam aspek tertentu, seperti agama dan status sosial. Pemohon dan calon
suaminya dinilai sudah sekufu karena keduanya sama-sama Muslim, telah dewasa, dan memiliki
kesiapan ekonomi untuk berumah tangga. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan
berperan dalam melindungi hak perempuan dalam pernikahan serta memastikan bahwa aturan
wali nikah tidak digunakan sebagai alat untuk menghambat hak asasi seseorang. Putusan ini
memberikan preseden bagi kasus serupa di masa mendatang dan menegaskan bahwa wali adhol
tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menolak pernikahan tanpa dasar hukum yang kuat.

Putusan ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hukum Islam dan peraturan hukum
yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum bagi hakim
untuk menetapkan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab tidak bersedia menikahkan
seorang perempuan tanpa alasan yang dapat diterima. Regulasi lain, seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,
menegaskan bahwa hak untuk menikah tidak boleh dihambat secara sewenang-wenang.
Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan dalam kasus di
mana perwalian pernikahan menjadi masalah. Dalam praktiknya, putusan ini mencerminkan
bagaimana hukum agama dan hukum positif di Indonesia dapat berjalan beriringan dalam
menyelesaikan konflik perwalian dalam pernikahan. Hakim bertindak berdasarkan asas
kemaslahatan dan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam serta hukum nasional.

Kasus ini merupakan contoh nyata dari bagaimana seorang perempuan dapat menghadapi
hambatan hukum dalam melangsungkan pernikahan akibat penolakan wali nasab. Pemohon
dalam perkara ini berada dalam kondisi di mana seluruh persyaratan hukum dan agama telah
terpenuhi, tetapi tetap mengalami penolakan dari wali nikahnya. Wali nasab pemohon tidak
memberikan alasan yang kuat untuk menolak pernikahan tersebut, selain alasan pribadi yang
tidak memiliki dasar hukum yang sah. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketentuan wali adhol
dapat berdampak pada individu yang ingin menikah, terutama bagi perempuan yang masih terikat
dengan sistem perwalian dalam hukum Islam. Hakim dalam perkara ini berupaya untuk
menemukan solusi hukum yang adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum Islam,
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sosial, dan psikologis. Putusan ini menjadi rujukan bagi kasus serupa yang mungkin terjadi di
masa mendatang.

Keputusan ini tidak hanya melindungi hak pemohon tetapi juga memberikan kejelasan
hukum mengenai batasan kewenangan wali nikah. Pengadilan Agama berperan penting dalam
menegakkan keadilan bagi individu yang menghadapi situasi wali adhol. Penolakan wali nasab
harus didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat dan hukum yang berlaku. Hakim dalam
perkara ini memastikan bahwa alasan penolakan wali tidak bertentangan dengan prinsip hukum
Islam dan hak individu untuk menikah. utusan ini memperkuat prinsip bahwa pernikahan adalah
hak yang dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dihambat tanpa alasan yang sah. Pengadilan
Agama berfungsi sebagai penjaga keadilan dalam kasus perwalian yang dipersengketakan.

Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr
menetapkan bahwa wali nasab pemohon dikategorikan sebagai wali adhol karena menolak
menikahkan anaknya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan. Hakim dalam perkara ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk menetapkan wali hakim bagi
pemohon. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pemohon dan calon suaminya telah
memenuhi semua syarat pernikahan, tetapi terhambat oleh penolakan sepihak dari wali nasab.

Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti tertulis, serta prinsip kemaslahatan dalam
Islam untuk memastikan bahwa pemohon tidak kehilangan haknya dalam pernikahan. Alasan
yang diajukan wali nasab tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga hakim memutuskan bahwa
pernikahan pemohon dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagai pengganti. Proses
persidangan dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana pihak-pihak terkait diberi kesempatan
untuk mengemukakan pendapat dan bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan. Keputusan ini
menegaskan bahwa hukum di Indonesia melindungi hak perempuan dalam pernikahan dan
memberikan solusi hukum bagi mereka yang menghadapi penolakan wali tanpa dasar hukum
yang kuat. Pengadilan Agama berperan dalam memastikan bahwa ketentuan wali nikah tidak
digunakan sebagai alat untuk menghambat hak seseorang dalam membangun rumah tangga.

Putusan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas konsep wali
adhol dalam hukum Islam dan implementasinya di pengadilan agama. Beberapa kajian
sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan agama sering kali mengambil pendekatan yang
berpihak pada hak individu, terutama perempuan, dalam kasus wali adhol. Penelitian lain juga
menyoroti bahwa prinsip kemaslahatan menjadi faktor utama dalam keputusan hakim dalam
kasus wali adhol di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam
aspek pertimbangan hakim dalam putusan ini dibandingkan dengan kasus wali adhol lainnya.
Beberapa pengadilan agama lain cenderung lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan
dan memberikan waktu lebih panjang bagi wali nasab untuk mengubah pendiriannya sebelum
menetapkan wali hakim. Dalam perkara ini, hakim lebih cepat mengambil keputusan karena wali
nasab tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan alasan hukum yang kuat atas
penolakannya.

Beberapa penelitian lain juga mengkritisi kurangnya standar yang seragam dalam
menentukan wali adhol di pengadilan agama, yang dapat menyebabkan variasi dalam putusan.
Putusan ini menegaskan bahwa hakim memiliki diskresi yang luas dalam menilai apakah suatu
penolakan wali dapat dikategorikan sebagai adhol, yang dapat berbeda dalam implementasinya di
berbagai wilayah hukum. Putusan ini menjadi tanda bahwa sistem hukum di Indonesia semakin
memperkuat perlindungan bagi hak perempuan dalam pernikahan, terutama dalam kasus wali
adhol. Pengadilan agama semakin konsisten dalam menginterpretasikan hukum Islam secara
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progresif dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum Islam yang diterapkan di Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keputusan ini juga menjadi indikasi bahwa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak
perempuan dalam pernikahan semakin meningkat. Pemohon dalam perkara ini berani
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya, yang menandakan
bahwa perempuan semakin memahami perlindungan hukum yang mereka miliki. Peran kuasa
hukum dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa proses hukum dapat diakses oleh masyarakat
yang merasa hak-haknya dilanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak
hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan solusi
bagi masyarakat dalam konflik pernikahan. Hakim dalam perkara ini tidak hanya mengacu pada
hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis untuk memastikan
keadilan substantif bagi pemohon.

Putusan ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia,
terutama dalam kasus wali adhol. Keputusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa, di
mana perempuan yang mengalami penolakan tanpa alasan hukum dapat mengajukan permohonan
ke pengadilan agama untuk mendapatkan wali hakim. Penguatan putusan seperti ini dapat
memperjelas standar dalam menentukan wali adhol sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan hak
perwalian dalam pernikahan. Implikasi lainnya adalah meningkatnya peran pengadilan agama
dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu yang hak-haknya terhambat dalam
pernikahan. Pengadilan agama menjadi lembaga yang semakin berperan aktif dalam memastikan
bahwa ketentuan wali nikah tidak disalahgunakan untuk mengontrol keputusan individu yang
sudah memenuhi syarat pernikahan.

Dalam konteks sosial, putusan ini dapat mendorong perubahan persepsi masyarakat
mengenai hak perempuan dalam pernikahan. Kesadaran akan pentingnya keadilan dalam
pernikahan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kasus-kasus wali adhol di
masa mendatang karena wali nasab akan lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum dari
penolakannya. Keputusan ini diambil karena hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di
Indonesia memberikan perlindungan yang jelas bagi individu yang ingin menikah. Konsep wali
adhol dalam Islam ditegaskan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan jika dilakukan tanpa
alasan syar’i. Hakim dalam perkara ini menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip
keadilan dan kemaslahatan bagi pemohon.

Tidak adanya alasan hukum yang kuat dari wali nasab menjadi faktor utama yang
menyebabkan hakim menetapkan wali hakim. Dalam Islam, wali memiliki tanggung jawab untuk
menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya selama tidak ada halangan syar’i. Jika
wali menolak tanpa alasan yang sah, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil
alih fungsi perwalian tersebut. Peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum juga
menjadi faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini. Pemohon dalam kasus ini didampingi oleh
kuasa hukum yang membantu menyusun argumentasi hukum yang kuat, sehingga memudahkan
pengadilan dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan dan prosedur hukum yang dapat
ditempuh jika menghadapi kasus wali adhol. Banyak perempuan yang mungkin mengalami
kondisi serupa tetapi tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan
permohonan ke pengadilan agama. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah,
organisasi masyarakat, dan akademisi hukum. Perlu adanya kebijakan yang lebih sistematis
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dalam menangani kasus wali adhol agar ada standar yang lebih seragam dalam pengambilan
keputusan di berbagai pengadilan agama. Pedoman yang lebih jelas mengenai kategori wali adhol
dapat mengurangi perbedaan interpretasi di antara hakim dan memastikan bahwa setiap individu
mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Peningkatan akses terhadap layanan bantuan hukum juga menjadi langkah penting untuk
memastikan bahwa individu yang menghadapi hambatan hukum dalam pernikahan dapat
mengakses perlindungan hukum dengan lebih mudah. Dengan memperkuat sistem bantuan
hukum, masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum dapat tetap mendapatkan keadilan
dalam sistem peradilan agama.

KESIMPULAN
Putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr

menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan status wali adhol
berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Alasan penolakan wali nasab yang tidak berbasis
hukum menjadi faktor utama dalam keputusan hakim untuk menetapkan wali hakim sebagai
pengganti. Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim tidak hanya mengacu
pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dalam
menentukan apakah seorang wali dapat dikategorikan sebagai wali adhol. Penelitian ini
memberikan nilai lebih dalam pemahaman mengenai mekanisme hukum yang digunakan oleh
pengadilan agama dalam menangani perkara wali adhol. Analisis terhadap putusan ini
memberikan kontribusi pada pengembangan konsep perlindungan hukum bagi perempuan dalam
pernikahan, khususnya terkait dengan hak mereka untuk menikah tanpa hambatan yang tidak
berdasar. Kajian ini juga memperkaya metode analisis hukum dengan menggabungkan
pendekatan normatif dan empiris dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam
praktik peradilan di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupannya yang hanya
berfokus pada satu putusan pengadilan tanpa melakukan perbandingan dengan kasus serupa di
pengadilan lain. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi sejauh mana keputusan
dalam perkara wali adhol memiliki konsistensi di berbagai wilayah hukum. Penelitian lanjutan
dapat mengkaji bagaimana variasi putusan pengadilan agama dalam kasus wali adhol serta
dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan di Indonesia.
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